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Abstract: Malang City continuesto face congestionin thefield of public transportation becausethe
government is not taking it seriously. The cause of congestion by public transportation is because
there are still careless stops when unloading passengers. The focus of this research is to identify
and describe the factors that hamper the policy steps made and the efforts that have been made by
the Ma ang City Government in overcoming congestion problems, especially thoserelated to public
transportation or public transportation (angkot). Thisstudy conducted a descriptiveresearch method
using a qualitative approach, where the data were obtained through literature study of previous
research results and data obtained from news articles and documents that were in accordance with
the research theme. The results of this study indicate that the policies that have been implemented
by the City Government of Malang are a one-way lane system in the UB ring area which has been
running smoothly, the imposition of oblique parking in several areas. On the other hand, the Mayor
of Malang has designed a policy that focuses on public transportation (angkot) which will be
application-based or onlinewhich wasactually carried out ontrial inApril 2020, but thispolicy has
not yet been realized because it is hampered by the current situation.

Abstrak: KotaMalang terusdihadapi kemacetan di bidang transportasi publik karenatidak digarap
dengan serius oleh pemerintah. Penyebab kemacetan oleh angkutan umum karenamasi h terjadinya
pemberhentian sembarangan saat menurunkan penumpangnya. Fokus pendlitian ini adalah untuk
mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat langkah kebijakan yang dibuat
dan upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi permasalahan
kemacetan khususnya yang berkaitan dengan kendaraan umum atau transportasi publik (angkot).
Penelitian ini melakukan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
dimana data yang didapatkan melalui studi pustaka hasil penelitian sebelumnya dan data yang
diperoleh dari artikel beritadan dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan yang tel ah diterapkan Pemerintah K ota Malang adalah
sistem jalur satu arah di kawasan lingkar UB yang sudah berjalan lancar, diberlakukannya parkir
miring atau serong di beberapa kawasan. Di sisi lain Walikota Maang telah merancang kebijakan
yang berfokus kepada angkutan umum (angkot) yang akan berbasis aplikas atau daring yang
sebenarnya dilaksanakan ujicoba pada April 2020, tetapi kebijakan ini masih belum terealisasikan
karena terhambat oleh situasi saat ini.
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PENDAHULUAN
Banyak kota besar di Indonesia saat ini

dihadapkan oleh berbagai permasa ahanterkait
dengan pelayanan publik. Dimanapermasd ahan
yang adatelah menjadi perhatian dan kepriha
tinenbalk itu ditingkat pemerintahan daerah mau-
pun pemerintahan pusat. Permasal ahan tersebut
diantaranya banjir, kepadatan penduduk, ke-
miskinan, tataruang hinggamasa ah kemacetan.
Namun kemacetan sekarangini menjadi masaah
utama di bidang transportasi publik. Seperti
hanyayang didami KotaMdang dimanameihat
perkembangan kotaini yang cukup signifikan
dengan predikat barunya sebagai kota ketiga
yang memiliki tingkat kemacetan tertinggi di
Indonesia

77

Berdasarkan dataBPS yang merujuk dari
Kantor Samsat BersamaKotaMalang, jumlah
kendaraan bermotor di KotaMaangterus me-
ngalami kenaikan. Data 2012 menunjukkan
bahwajuml ah kendaraan bermotor adadi angka
471.272 unit. Sedangkan pada 2017, jumlah
kendaraan bermotor yang tercatat sebanyak
584.772 kendaraan. Artinyadal am kurunwaktu
lima tahun terdapat peningkatan sebanyak
113.500 unit kendaraan bermotor atau rata-rata
22.700 unit kendaraan per tahun. Permasaahan
yang dihadapi ini bukan sebatas penyediaan
saranadan prasaranapublik yang kurang me-
madai sgaakan tetapi, penggunaan kendaraan
pribadi yang tidak ada batasnya. Belum lagi
goabiladiliha dari banyaknyapermasdahan yang
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didami padaberbagai kondis sosia, ekonomi,
dan budayamasyarakatnyayang membuat pola
pikir masyarakat hanyauntuk kepentingan pri-
badi.

Bebergpaha yang mempengaruhi timbul-
nya permasal ahan kemacetan di KotaMalang,
yaitu tingginyaangka penggunaan kendaraan
pribadi, dilihat dari gayahidup masyarakat yang
masih ekdusf merasal ebih nyaman mengguna-
kan kendaraan pribadi dari pada kendaraan
umum (publik). Selainitu, KotaMaang juga
dikenal sebagai kota pendidikan dan kota
destinas wisatayang menyebabkan penambahan
angka kemacetan. Sebagai kota pendidikan,
kemacetan yang dialami didominas oleh ken-
daraan para pelgjar, mahasiswa dalam kota
ataupun luar kota. Begitu puladengan destinas
wisatayang mendatangkan parawisatawan dari
luar daerah. Disamping itu yang menjadi pe-
nyebab kemacetan lainnyaseperti tempat publik
yang dijadikantidak sebagaimanafungsinyaoleh
oknum-oknum tertentu sebagal parkiranliar. Hal
itu nampak di depan atau samping pasar dan
pusat perbelanjaan yangtidak menyediakanlahan
parkir sehingga menggunakan badan jalan se-
baga tempat parkir kendaraan.

Kemudian terbatasnya prasarana jalan
denganmdlihat jaanan K otaMdang yang sempit
namun dilewati oleh banyak kendaraan juga,
ditambah parasopir angkutan umum yang suka
menaik turunkan penumpang secarasembara-
ngan dantidak sesua tempat pemberhentianjuga
menjadi salah satu penyebab kemacetan. Para
sopir kendaraan umum baik itu angkutan dalam
kota (angkot) atau bus seringkali dalam mencari
dan mengangkut penumpang tidek sesua dengan
kententuan yang tertera dalam Perda Kota
Malang No 5 Tahun 2011 tentang Penyel eng-
garaan Angkutan Orang di Jalan dengan
K endaraan Bermotor Umum yaitu padaBab 1V
mengena Kewajiban Pengemudi Kendaraan
Bermotor Umum untuk Angkutan Orang Ddam
Trayek Pasal 21 dan Pasal 22. Dimana pada
Pasal 21 sopir kendaraan umum memiliki ke-
wajiban dalam mematuhi ketentuan dibidang
pel ayanan dan kesd amatan angkutan sertaPasd
22 yang memuat poin secarakesd uruhan yang
harusdipatuhi oleh setigp pengemudi kendaraan

umum yang diantaranya (1) Setiap pengemudi
kendaraan umum yang mengoperas kan mobil
bus dan/atau mobil penumpang harus mematuhi
tatacaramenaikkan dan menurunkan penumpang
sertatata carape ayanan dan keselamatan ang-
kutan umum,; (2) Tata cara menaikkan dan
menurunkan penumpang sebagaimanadimaksud
padaaya (1), diatur sebagal berikut: a di termind,
sgjak awal pemberangkatan, persinggahan,
sampai tujuan dan tempat tempat lain yang di-
tentukan; b. menaikkan penumpang dari pintu
depan dan menurunkan penumpang dari pintu
bel akang secaratertib dan teratur, kecudi yang
tidak berpintu ganda; (3) Dalam menaikkan dan
menurunkan penumpang sebagaimanadimaksud
padaayat (1), kendaraan harus dalam keadaan
berhenti penuh dantidak mengganggu kelancaran
laulintas sertamembahayakan penumpangnya
Sebagail kotabesar yang dikenal sebagai
kota pendidikan, dimanamayoritasmahasiswa
Perguruan Tinggi berasa dari luar kotasehingga
kebutuhan dalam menggunakan kendaraan
umum dan pribadi cukuplah tinggi. Seharusnya
pemerintah K otaMa ang mampu menyediakan
transportas publik khususnyaangkot dengan
fasilitasyang baik dan halte untuk transportasi
umum yang tidak hanya sebagai tempat pem-
berhentian bus sgja sertamenerapkan jam ter-
tentu secara bergantian dan teratur agar ke-
padatan lalu lintastidak cukup menumpuk di
jam-jamtertentu karenaminimnyafaslitasyang
disediakan. Hal diatas bisa dijadikan sebagai
salah satu adternative dalam perbaikan trans-
portas publik dengan menyediakanfaslitaspen-
dukung bagi penggunaangkutan umum demi
kenyamanan bersamakhususnyapenggunalaya-
nan ataupun parapenggunajaan. Sebab disis
lain terkadang angkutan umum juga men;j adi
penyebab kemacetan karena banyaknya sopir
angkutan umum yang secarasembarangandadam
menaik turunkan penumpangnya, berhenti di
pinggir jaan ataupun berhenti mendadak dibadan
jaan hinggangetem diluar dekat saat mencari
penumpang sehinggahal ini sangat perlu diberi
perhatian khusus maupun sankd tegasoleh gparat
sebagai salah satu upaya penerapan kebijakan
kendaraan umum yaitu PerdaK otaMalang No
5 Tahun 2011 tentang Penyel enggaraan Ang-



Kebijakan Transportasi Umum (Angkot) untuk Menanggulangi Kemacetan Jalan (Ariesandi, Resita, dan Salsabila) 79

kutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Ber-
motor Umum Pasal 21 dan Pasal 22.

Pentingnya sektor transportasi untuk
kegiatan ekonomi membutuhkan sistem trans-
portad yang handd, efisen, dan efektif (Asmawi,
2017). Transportas yang efektif berarti bahwa
sstem transportas memenuhi kapasitasangkut
yang bersatu atau terintegrasi dengan moda
transportas lainnyasecaratertib, teratur, lancar,
cepat dan tepat, aman, nyaman dan ekonomis.
Sementaraefisien dalam arti beban publik se-
bagal penggunajasatransportas menjadi rendah
danmemiliki kegunaanyangtinggi. Hal ini sesual
dengan tujuan disd enggarakannyatransportas
jalan yaitu untuk menerapkan lalu lintas dan
angkutan jalan dengan aman, lancar, tertib,
nyaman dan efisien; mampu mengintegrasikan
modatransportas lainnya; menjangkau seuruh
pelosok wilayah daratan, menunjang peme-
rataan, dan mendukung pembangunan nasiond
dengan biayayang terjangkau oleh masyarakat
(Wardana, 2019).

K ebijakan transportasi sebagai apayang
dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa
sasaran atau tujuan dari program-program pe-
merintah di bidang tranpostas. Penetapan ke-
bijakan dapat secara jelas diwujudkan dalam
peraturan-peraturan perundang-undangan atau
dalam pidato-pidato pejabat pemerintah serta
program dan tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah. Dari definig di atasbisadilihat bahwa
dalam mendefini g kan kebijakan publik memiliki
kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”.
K ebijakan publik dalamteori ini menilai selalu
memiliki tujuan, seperti kebijakan yang akandi-
berikan pemerintah dalam mengurangi kema-
cetan. Daam praktiknyaataupun pel aksanaan-
nyaia ah menerapkan kebijakan transportas di
KotaMaang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah
metode pendlitian deskriptif dengan mengguna:
kan pendekatan kudlitatif. Lokas penelitianini
di Termina Landungsari KotaMaang. Dimana
datayang didapatkan meldui studi pustakahasil
pendlitian sebel umnyadan datayang diperoleh

dari artikel beritadan dokumen-dokumen yang
sesual dengantemapenditian. Adaduajenisdata
yang digunakan peneliti yakni dataprimer dan
data sekunder. Adapun data primer diperoleh
peneliti melalui pengamatan yang dilakukan
disekitar termind Landungsari dan jadananyang
biasanyadilalui pendliti, yaitu J. Ggayana, J.

Mayjen Pandjaitan, J. Veteran, J. Dinoyo,

Sumbersari, J. Tlogomas, J. Galunggung, dll.

Sedangkan data sekunder adalah data yang
diperoleh pendliti dari dokumen-dokumen dari

Pemerintah K otaMalang atau Dinas Perhubu-
ngan KotaMaang, studi pustakamelaui karya
ilmiah atau jurnal penelitian sebelumnya, dan
artikel berita seperti Malangpos. Teknik pe-
ngumpul an datadengan menggunakan teknik
observasi atau pengamatan dan dokumen.

Observas dilakukan padatempat-tempat yang
seringdilewati pendliti saat menuju kampusatau-
pun berpergian jauh. Disamping itu dokumentas

diperoleh penditi dari karyayang tel ah adasebe-
lumnyadan artike yang membahasmengena hd-
hal yang berkaitan dengan judul serta pem-
bahasan dalam penditianini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari tahun ke tahun kemacetan menjadi

permasal ahan yangtidak bisadihindari olenkota
besar seperti Kota Malang. Dimana perkem-
bangan suatu kotajugadipengaruhi oleh ber-
tambahnyaaktivitasdan kebutuhan masyarakat.
Hal ini didukung hasil pendlitian yang dilakukan
oleh Inrix yang memperlihatkan bahwamenurut
Traffic ScoreBoard 2017, KotaMadang berada
diposisi ketiga penyandang kota termacet di

Indonesia setelah Jakarta dan Bandung. Per-
measa ahan kemacetanyang didami KotaMdang
ini tentu sgjajugadipengaruhi olenkondig jaan
yang tidak mengalami banyak perubahan sgjak
10tahunyang ldu. Sedangkan jumlah penduduk
yang kian bertambah per tahunnyaentahitu para
pelg ar atau mahasiswaluar kotayang datang
untuk belgar di KotaMaang, pendatang yang
datang untuk bekerjadan mengadu nasib, dan
penduduk dari desaatau luar kotayangtinggal

lalu menetap di KotaMalang. Selainitu, hd ini

jugadiperparah dengan keadaan transportasi

umumyang sebagiandikatakantidak cukuplayak.
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Meélihat kenyataan yang seperti ini tidak
heran, banyak masyarakat KotaMalang yang
Iebih memilih menggunakan kendaraan pribadi
atau ojek online sebagai moda transportasi.
Angkot atau biasayang disebut mikrolet sendiri
sudah beroperasi di KotaMalang segjak tahun
1980-an, dimanapada saat itu angkot ini telah
menjadi transportasi andalan bagi masyarakat
yangingin berpergian dari tempat satu ketempat
lainnya. M eskipun sekarang ini jumlah angkot
tidak sebanyak dulu, karenamayoritas masya
rakat memiliki kendaraan pribadi tidak menutup
kemungkinantingkat kemacetandi KotaMaang
mengalami peningkatan setigp tahunnya

Sdainitu, angkot jugamenjadi salah satu
penyebab kemacetan karena seringnya penge-
mudi yang menyetir dan berhenti sembarangan
sehinggamenyebabkan kemacetan disekitarnya.
Seakan menjadi kebiasaan yang sulit diubah
meskipun pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan yangtertuang dalam PerdaNo 5 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum
yaitu Pasal 22 yang salah satu ayatnyaberbunyi
bahwamenai kkan dan menurunkan penumpang
harus sesuai tatacara, yakni di terminal sgjak
awal pemberangkatan, persinggahan, sampai
tujuan dan tempat lain yang ditentukan. Akan
tetgpi hd tersebut tidak sgdan dengan kenyataan
yang terjadi melihat banyaknyasopir angkot yang
mencari penumpang dengan berhenti dipinggiran
jdanrayaseperti yang sering kitatemui diantara:
nyadi depan Stasiun KotaBaru, di depantermi-
na Landungsari, di depan pusat perbelanjaan,
dll. Disamping itu banyaknyapengemudi atau
sopir yang suka menaikkan dan menurunkan
penumpang di jalanan yang cukup ramai dan
sempit secarasembarangan tanpamelihat ken-
daraan lain yang berada disekelilingnyajuga
dinilai cukup berbahayadan dapat menimbulkan
kecelakaan lalu lintas. Pengemudi angkot juga
terkesan semaunyaddam mengemudikan kenda
raannya serta berpotensi membahayakan pe-
numpang dan kendaraanlain.

Sdlanitu, permasa ahan kemacetan yang
terjadi di KotaMaang ini jugadisebabkan oleh
kurangnyasaranadan prasaranayang mendukung.
Seperti hdteyang cukup jarang dijumpal karena

beradadi area-areatertentu. Kemudian sempit-
nyajalan rayayang adasangat tidak sesua de-
nganjumlah kendaraan yang me ewatinyasetiap
hari sehinggamenimbulkan kemacetan padajam-
jam tertentu dan jugatidak adanyatrotoar di
pinggiranjaan yang menyebabkan banyak orang
yang kesulitan untuk berjaan kaki dengan aman.
Olehkarenaitu, pemerintah KotaMdang perlu
membuat kebijakan yang secarajelasdapat di-
terapkan secarategasuntuk menekan kemacetan
dan penyediaan sertaperbaikan saranatranspor-
tas umum khususnyaangkot ongkosnyayang
terbilang hemat dan mengingat jumlah pengguna
nyameas h banyak meskipun tidak sebanyak dulu
perlumenjadi perhatian pemerintah. Apdagi Kota
Malang memiliki segudang Perguruan Tinggi
bergengsi sehingga solusi dan upayayang d-
ilakukan pemerintah KotaMalang saat ini tentu
akan berdampak pada perkembangan kota
padatahun-tahun sdanjutnya. Mengingatjumlah
penduduk KotaMalang yang terus bertambah,
dimana pada tahun 2019 data BPS malang
kota.bps.go.id menunjukkan bahwa jumlah
penduduk K otaMa angtelah mencapa 927.195
jiwa

M aka pemerintah perlu membuat suatu
kebijakan terhadap angkot di Kota Malang
dengan merevitalisas operasiona atau penye-
diaanjasaangkutan umum yang berbasisaplikas
atau daring, ini bertujuan untuk memberikan
kemudahan dan keuntungan pada supir angkot.
Dimanasupir angkot tidak harus menunggu pe-
numpang di termind atau ditempat-tempat pem-
berhentian lain yang tidak seharusnya. Ke-
mudian untuk mengurangi kemacetan pemerintah
Kota Malang juga beberapa kali berupaya
dengan mula menergpkan aturan baru dalam ha
parkir. Disamping itu pemerintah KotaMalang
jugabebergpakdi membuat rekayasaldulintas
padajdan-jdantertentuyang cukupramai dilaui
kendaraan umum maupun pribadi sebagal upaya
untuk menanggulangi kemacetan. Selainitu,
upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
lainnyajugatel ah membuat kebijakan ldulintas
untuk mengurangi kemacetan, seperti yang kita
tau bahwa sudah di berl akukannyasg ak tanggal
6 November 2013 mengenai sistemjalur satu
arahdi kawasan lingkar UB yangternyatadaam
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penerapannyasudah berjalan lancar dan dapat
mengurai kemacetan yang ada.

Titik kemacetan yang terjadi saet ini berada
di J. Soekarno-Hatta (Soehat), JI. Mayjen
Panjaitandandi J. MT Haryono. oleh karena
tu Walikota Maang telah merancang adanya
pelebaran di sgumblahtitik, terutamadi area
tikungan atau pertigaan dan jikamemungkinkan
akan menggeser pagar pembatas perguruan
tinggi yang beringgungan dengan jalan raya
umum, seperti yang ada di area Universitas
Brawijayadan POLTEK Maang agar jalanlebih
lebar. Oleh karenaitu pemerintah Kotamalang
dan Pimpinan-Pimpinan kampusberembk untuk
mencari solus yang terbaik untuk mengurangi
kemcetan disekiar areaunivergtas. Programlain
yang bertujuan untuk membantu kemacetan ini
ialah, Walikoa Malang telah berenana untuk
mengatur ulang ja, masuk dan pulang kerja
kantor, khususnyabagi ASN, mahasiswadan
sejumblah sekolah di Kota Malang (berita
malangkota.go.id).

Kebijakan yang sudah diterapkan oleh
pemerintah untuk mengurangi kemacetan di
Kota Malang ternyata hanya berpengaruh
dibeberapajdur tertentu sgja. Oleh karenaitu
Dinasperhubungan (dishub) KotaMdangteah
menerepkan kebijakan baru dalam parkir.
Kebijakanini berlaku Khususdi kavasan Alun-
alun Kota Malang, kawasan Pecinan, hingga
pasar besar tel ah diberl akukan parkir miring atau
serong ( 30 hingga50 dergat) mula tahun 2015.
Sdanitu Dishubjugatelah memilah-milahruang
parkir untuk sepedamotor dan mobil dengan
memasang plang khusus untuk kendaraan roda
duadan kendaraan rodaempat ager terlihat |ebih
rgpi dan nyaman. Untuk merekayang mlanggar
akandiberikan sanks tersendiri dari dishub Kota
Mdang. dengan adanyakebijakan posis parkir
tersebut, lebar kendaraan yang dilewati akan
lebih lebar kurang lebih satu meter, dan aruslalu
lintasakan lebih lancar karenakeluar masuknya
kendaraantidak akan menganggu kendaraanlain
yang melintas dan tidak akan mengakibatkan
macet. Kebijakan ini berfokus pada kawasan
pasar besar yang tel ah dijadikan satu keaeh timur
sehingga kemacetan diarah pasar besar bisa
berkurang.

Namun beberapa kebijakan yang sudah
ditergpkan tidak mengubah kemacetan yang ada
di KotaMdang. Faktor utama penyebab kema-
cetandi KotaMalangini ialah kapasitasjalan
rayayang tidak seimbang dengan peningkatan
jumlah kendaraan bermotor. Kendaraan pribadi
yang semakin meningkat dan angkutan umum
(Angkot) yang berhenti mendadak ini menjadi
fokusutamada am menangani kemacetan hingga
saet ini. Mengingat bahwas stemtransportad ini
membawa dampak |uas terhadap kehidupan
masyarakat, makasebai knyapemerintah harus
memikirkan solus tegasdalam menyikapi trans-
portasi pubik khususnya Angkutan umum
(Angkot). Adanyakemacetan dikotaMaangini
tidak hanyakarenameningkatnyatranspotas
Pribadi yang semakinmeningkat tetapi angkutan
umum (angkot) yang sering berhenti di sem-
barang tempat, sopir yang ugal-ugalan, menarik
ongkosdiluar ketentuan, dan waktu pel ayanan
yang tidak jelasini merupakan tantangan Pe-
merintah K otaMa ang yang harusdise esaikan.
Ol eh karenabeberapaangkutan umum (angkot)
saet ini terlihat tidak banyak penumpangdanlebih
memilihtranspotas berbas onlineatau daring.
Tetapi dengan muncul nyatransportas onlineini
malah menambah kemacetan di KotaMalang.
transportasi berbasis aplikas atau daring ini
berada padawaktu yag kurang tepa, sehingga
merekamenjadi kambing hitam dalam merebut
uang setoran dan mengakibatkan konflik antara
angkutan umum (angkot) dengan transportasi
berbasisaplikag, hd tersebut justru menghadlkan
konflik antaramerekaberduadan berdampak
padakemacetan KotaMalang.

Baru-baruini untuk mengurangi kemacetan
dan kerusuhan angkutan umum (angkot) dalam
berkendara, WalikotaMal ang telah menyedia-
kan angkutan berbasis aplikasi atau daring.
WadikotaMad ang telah melaksankaan penanda-
tanganan  Memorandum of Undertanding (MoU)
dengan PT Teknologi oleh rancang Nusantara
(TRON) sebagai penyedia aplikasi angkot
online. Penerapan uji cobaini rencananyaakan
dilaksankaan di bulan April 2020 dan akan
dilakukan secara bertahap. Tetapi karenake-
adaan kurang mendukung hal tersebut masih
menjadi wacanahinggasaat ini.
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SIMPULAN

Kemacetan di KotaMalang disebabkan
oleh meningkatnyakendaraan pribadi rodadua
maupun rodaempat, dan angkutan umum (ang-
kot) yang sering berhenti mendadak untuk
menaikkan penumpang. Beberapa kebijakan
yang tel ah diterapkan oleh pemerintah untuk
menanggulangi kemacetan ini seperti mengenal
sistem jalur satu arah di kawasan lingkar UB
yang ternyata dalam penerapannyasudah ber-
jdanlancar, parkir miring atau serong di kawasan
Pasar Besar Kota Malang. Kedua kebijakan
tersebut berjalan dengan lancar, namun hanya
mengurangi sedikit angkakemacetan. Sebagai
solusi Walikota Malang telah merancang ke-
bijakan yang berfokuskepadaangkutan umum
(angkot) yang akan berbasisaplikas ataudaring
yang sebenarnya dilaksanakan ujicoba pada
bulanApril 2020ini, tetapi kebijakanini masih
belumterelisas kan karenaterhambat oleh Stuas
saetini.
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